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ABSTRAK 

 

Kejahatan tindak pidana penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri 

menjadi masalah yang tidak mudah dihilangkan begitu saja, terutama menyangkut 

barang-barang yang bernilai tinggi seperti barang elektronik. Masih ditemukan 

celah-celah bagi importir untuk memasukan barang elektronik ke dalam negeri 

tanpa melakukan kewajiban pembayaran bea masuk. Pengawasan dan penanganan 

tindak pidana penyelundupan ini dilakukan dengan upaya penegakan hukum 

melalui kerjasama antara instansi satu dengan intansi yang lain, sehingga perlu 

diperhatikan pada tiap wilayah pabean, salah satunya di wilayah Kota Bandung. 

Implementasi aturan penyelundupan barang impor dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan akan terwujud dengan terjalinnya koordinasi struktur 

penegak hukum.  

Meskipun subtansi hukum yang berlaku sudah diatur jelas tetapi 

pemberlakuan aturan harus diimbangi dengan pelaksanaan aturan yang nyata. 

Optimalisasi antara penegak-penegak hukum diperlukan, menyangkut 

penyelundupan barang impor elektronik yang berdampak merugikan keuangan 

negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan penegakan hukum belum 

optimal, terutama menyangkut penindakan dan penyidikan oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. Penting untuk merancang upaya pengamanan untuk 

dapat mengurangi dan mencegah tindakan kejahatan yang mungkin dapat terjadi 

yang tentu tidak hanya mengandalkan satuan penegak hukum saja tetapi 

menyangkut peran dari tiap lapisan masyarakat.  

Kata kunci: penegakan hukum, penyelundupan impor, optimalisasi penegakan 

hukum.  
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ABSTRACT 

Criminal offenses from overseas smuggling become problems that are not 

easily eliminated, especially concerning high value goods such as electronic 

goods. There are still legal loophole for importers to smuggle electronic goods 

into the country without performing obligations of payment of customs duties. 

The supervision and handling of this criminal act is conducted with the efforts of 

various law enforcement agencies that cooperates together within the customs 

territory, one of which is in the area of Bandung. Implementation of rules for 

smuggling of imported goods in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 

will be realized with the alignment of the coordination of law enforcement 

structures.  

Although the prevailing legal substance is clearly set, the enforcement of 

the rules must be offset with the implementation of the real rules. The need for 

optimisation between law enforcement is due to the smuggling of electronics 

imported goods that harms the country’s financial situation. Based on the finding 

of research, law enforcement has not been optimised, especially concerning the 

enforcement and investigation by the Directorate General of Customs and Excise. 

It is of due importance to designs a collective security effort that involves every 

layers of society be made to reduce and prevent crimes, especially in the sector of 

customs.  

Keywords: law enforcement, import smuggling, optimalization of law 

enforcement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945. Salah satu dari fungsi hukum adalah mengatur kehidupan 

bermasyarakat manusia di dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara 

lain relevan dengan tujuan Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat 

secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. Mengingat Indonesia juga merupakan negara 

yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri lebih dari 17 ribu pulau sehingga 

termasuk negara maritim. Harapannya semua pulau-pulau di Indonesia 

terhubung satu dengan yang lain memungkinkan terjadinya hubungan 

perdagangan antar pulau maupaun perdagangan luar negeri melalui jalur laut. 

Perkembangan ekonomi dapat didukung baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Masyarakat dapat mendukung perkembangan tersebut melalui 

kegiatan usaha seperti hal nya perdagangan. Hal itu dilakukan demi 

pemenuhan kebetuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun 

kebutuhan tersier. Terlebih, kini melakukukan kegiatan dagang tidak lagi 

hanya sekedar pemenuhan kebutuhan primer saja, melainkan sudah menjadi 

hal yang sangat sering dilakukan  Ekstremnya kegiatan dagangan khususnya 

jual-beli menjadi kegiatan sehari-hari dan bagi sebagian orang yang belanja 

merupakan suatu hobby atau kebiasaan.  

 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun terkadang 

kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang diinginkan tidak terpenuhi 

dari produksi dalam negeri saja. Kendati demikian, kita masih butuh 

melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Salah satu faktor  penyebab Indonesia masih melakukan impor adalah karena 

masyarakatnya begitu konsumtif terhadap barang-barang tertentu. Salah satu 

ciri masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi adalah kurang bisa 
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membedakan antara kebutuhan dan keinginan secara personal. Kebanyakan 

masyarakat konsumtif sepanjang mereka mampu membeli, maka mereka akan 

membelinya meski barang tersebut bukan tergolong kebutuhan mendesak. 

Kedudukan kebutuhan dan keinginan berada dalam level yang sama. 

 

Barang yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah salah satunya berupa 

barang elektonik. Tingginya permintaan kurang seimbang dengan pengadaan 

barang. Hal ini menjadi faktor mengapa Indonesia masih harus impor barang. 

Barang-barang elektronik kebanyakan berasal dari negara Cina, Korea, 

Jepang, Amerika, dan Kanada. Indonesia dihadapkan pada kendala dimana 

banyaknya permintaan di masyarakat akan barang elektronik murah dan 

mengikuti jaman serta didukung penawaran dari banyak perusahaan di 

negara-negara maju yang kelebihan produksi dan sulit memasarkan 

produknya. Barang elektronik erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari 

masyarakat Indonesia. Dalam setiap satu rumah tinggal membutuhkan 

beberapa elektronik untuk baik rumah tangga maupun lifestyle seperti televisi, 

oven, laptop, kamera, handphone dan gawai lainnya. Apalagi di kemajuan 

teknologi saat ini masyarakat lebih membutuhkan barang-barang elektronik 

yang memiliki nilai lebih, yaitu gaya hidup. Contohnya untuk sebuah 

handphone saja, masyarakat berganti-ganti demi seri terbaru. Para produsen 

gawai pun gencar memasarkan produk terbaru nya di pasaran barang-barang 

elektronik. Kadang barang yang diincar konsumen kerap kali barang-barang 

bermerek dan barang edisi terbatas. Tentunya barang dengan spesifikasi 

seperti itu jarang beredar di pasaran menimbulkan harga pasar yang tinggi. 

Belum lagi apabila barang tersebut berasal dari luar negeri berdampak harga 

barang tinggi karena pajak impor. Lantas masyarakat mencari celah untuk 

mendapatkan jalan pintas demi mencapai keinginan mereka dengan cara 

membeli barang tiruan atau barang asli tetapi ilegal. Menurut Bohari, kita 

dapat melihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber 

penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan 
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cukai.1 Oleh karena itu, barang-barang elektronik yang bernilai tinggi rentan 

akan penyelundupan terutama barang-barang gawai seperti handphone, laptop 

atau pun tablet. Penyelundupan barang bukan tindakan kejahatan ringan, 

tetapi berbahaya apabila barang yang diselundupankan merupakan barang 

yang menyebabkan kerugian negara. Kejahatan berpotensi terjadi dimana saja 

dan kapan saja, apalagi masyarakat dengan kebutuhan tinggi menyebabkan 

impor barang terus terjadi. Salah satu peraturan perundang-undangan di 

bidang perdagangan impor yang mengatur tentang aktifitas perdangan adalah 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU 

Kepabeanan).  

 

Kejahatan penyelundupan tidak dapat secara mudah dihilangkan dan 

berpotensi terjadi dimana saja dan kapan saja. Penyelundupan terjadi tidak 

hanya di kota-kota besar saja, melainkan kota kecil yang berpotensi sebagai 

jalur penyelundup. Pada realitanya salah satu kota di Indonesia yang terdapat 

beberapa kasus penyelundupan barang elektronik yaitu Kota Bandung. 

Masyarakat kota Bandung cukup konsumtif akan gaya hidup berbelanja 

barang bernilai tinggi. Hampir sama dengan kota Jakarta, masyarakat kota 

Bandung berperilaku layaknya masyarakat metropolitan. Perilaku masyarakat 

kota Bandung cenderung ingin memiliki suatu barang yang mengikuti 

perkembangan zaman. Barang yang dimiliki harus kondisi edisi atau model 

terbaru. Misalnya smartphone seri merek Apple seri Iphone 11 Pro Max yang 

pada akhir tahun 2019 baru saja rilis. Penjual handphone berbondong-

bondong untuk menjual barang terbaru tersebut yang masih jarang untuk 

didapatkan. Pengambilan produk barang elektronik berasal dari Singapura, 

China atau Amerika. Distribusi barang dari luar negeri menuju Kota Bandung 

salah satunya menggunakan jalur udara melalui Bandara Husein Sastranegara.  

 

                                                            
1 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006). hlm. 12. 
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Pemberantasan tindak pidana penyelundupan harus dilakukan melalui 

penegakan hukum menurut Lawrance M. Friedman yang terkait dalam tiga 

faktor sistem hukum yaitu, sisi perundang-undangan (substance) kemudian 

lembaga penegakkan hukum (structure) dan budaya hukum (legal culture)2. 

Dari sisi perundang-undangan adalah aturan yang berlaku harus sudah 

memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Aturan itu mencakup sanksi 

pidana yang bertujuan membuat efek jera. Melihat sisi budaya hukum dari 

penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin. 

Penting merancang upaya pengamanan diperlukan untuk dapat mengurangi 

dan mencegah tindakan kejahatan yang mungkin dapat terjadi yang tentu 

tidak hanya mengandalkan satuan penegak hukum saja. Pemberlakuan aturan 

yang telah ada tidak semata-mata langsung memberikan dampak efek jera 

terhadap pelaku penyelundupan. Aturan-aturan yang mengatur mengenai 

penyelundupan tertulis cukup jelas salah satunya sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 102 UU Kepabeanan. Namun pemberlakuan aturan-aturan yang 

telah ada harus diimbangi dengan praktek pelaksanannya. Upaya yang 

dilakukan penegak hukum meliputi kepolisian, DJBC, Kejaksaan, dan Hakim 

harus selaras dan sejalan untuk menegakan aturan tentang penyelundupan. 

Perlunya optimalisasi antara penegak-penegak hukum dikarenakan salah 

satunya tingginya tingkat kerawanan penyelundupan barang impor. 

Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang 

Kepabeanan dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta 

perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan 

kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena 

cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum.  

 

Adapun DJBC menangani tindak pidana penyelundupan dibantu  oleh tim 

penyidik sebagaimana diatur kewenangannya dalam UU Kepabeanan 

berbunyi bahwa DJBC diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

                                                            
2 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2011) hlm.9. 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana di bidang Kepabeanan. Penyidik DJBC dalam 

melakukan penyelesaian perkara kepabeanan penyelundupan  memiliki 

kewenangan melakukan penyidikan, penyelidikan, pena  ngkapan, 

pemeriksaan, menyita barang-barang yang diduga keras hasil tindakan ilegal 

dan sebgainya. Tugas penyidik DJBC hampir sama dengan tugas penyidik 

Kepolisian. Dalam realitanya pekerjaan penyidik kedua instansi pemerintahan 

itu bisa saja tumpang tindih satu sama lain. Kedudukan penyidik DJBC 

tercantum dalam Pasal 112 UU Kepabeanan berisi kewenangan-kewenangan 

penyidik.  

 

Ketentuan sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penyelundupan diatur 

dalam UU Kepabeanan, khususnya pada Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B, 

Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 

107, Pasal 108, dan Pasal 109. Isi Pasal 102 UU Kepabeanan yang 

dirumuskan sebagai berikut:3 

“Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: 

 Setiap orang yang:  

(a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam 

manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);  

(b)membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau 

tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;  

(c) membongkar barang impor yang tidak tercantum 

dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7A ayat (3);  

(d)membongkar atau menimbun barang impor yang masih 

dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan 

yang ditentukan dan/ atau diizinkan; 

(e) menyembunyikan barang impor secara melawan 

hukum;  

(f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan 

kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari 

tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah 

pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan 

cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 

                                                            
3 Negara Republik Indonesia,  Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,  Pasal 102 



6 
 

negara berdasarkan undangundang ini…….. dipidana 

karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor 

dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana 

penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

 

Diatur juga mengenai sanksi untuk tindak pidana penyelundupan pada Pasal 

109 UU Kepabeanan memuat juga sanksi bahwa:4 

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang 

ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau 

barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk 

negara… 

 

Meskipun ancaman sanksi pidana dalam UU Kepabeanan yang tercantum 

sudah berat, namun kejahatan penyelundupan barang elektronik masih saja 

terjadi. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penanganan penegak 

hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektonik serta 

perlunya upaya mengurangi celah yang memungkinkan tindakan 

penyelundupan terjadi. Melihat fenomena kasus penyelundupan barang 

elektronik membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

masalah ini. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul 

Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor 

Barang Elektronik dikaitkan dengan Peran Penyidik Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai di Kota Bandung.  

 

                                                            
4 Id, Pasal 109.. 
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2. Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi penegakan 

hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor 

barang elektronik dikaitkan dengan Pasal 102 dan Pasal 112 Undang-

Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ? 

2. Bagaimana optimalisasi peran penyidik Direktorat Jendral Bea Cukai 

terhadap tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik di 

Kota Bandung ?  

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan 

impor barang elektronik dikaitkan dengan Pasal 102 dan Pasal 112 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

2. Untuk mengetahui optimalisasi peran penyidik Direktorat Jendral Bea 

Cukai terhadap tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik di 

Kota Bandung.  

 

4. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya 

dalam hukum pidana, tindak pidana ekonomi, dan hukum tata negara serta 

memberikan solusi atas pemasalahan hukum pidana ekonomi yang ada. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca 

umumnya dan pemerintahan khususnya dalam permasalahan yang 

berkaitan dengan penyelundupan barang elektronik.   
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5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah: 

5.1 Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis kualitatif, 

artinya bagian dari proses pengetahuan yang dapat dianggap sebagai 

produk sosial dan juga proses sosial. Pengetahuan sebagai sebuah proses 

setidaknya memiliki tiga prinsip dasar yakni empirisisme yang berpangku 

pada fakta dan data, objektivitas dan kontrol.  Metode kualitatif 

berkembang mengikuti suatu dalil sebagai proses yang tidak pernah 

berhenti (unfinished process). Berkembang dari proses pencarian dan 

penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas dan fenomena 

sosial.5 Pada metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum 

memiliki pola pikirnya bersifat deduktif. 

 

5.2 Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.6 Metode 

penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.  

 

Pada metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum memiliki 

pola pikirnya bersifat deduktif analitik. Penulisan penelitian didadasari 

oleh sumber-sumber hukum yang ada, baik mencakup berbagai peraturan 

                                                            
5 Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, Makara Sosial Humaniora Vol.9 No. 

1, hlm 60 (2005). 
6  Peter Mah,mud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2008). hlm. 93. 
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perundangan-undangan maupun berupa sumber buku-buku yang relevan, 

doktrin, jurnal dan lain-lain.  

 

5.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa 

diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.7 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan 

dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan 

sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari : 

a. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang 

mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu 

berupa peraturan perundang-undangan, seperti  

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentangt Kepabeanan; 

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan 

- Peraturan Menetri Keuangan Nomor 188/PMK 01/2010 Tentang 

Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana 

Pengangkut, Pelintas Batas, Barang Kiriman  

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti bahan buku-buku, majalah, 

karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan impor dan ekspor, tindak 

pidana penyelundupan dan kewenangan penyidik DJBC. 

                                                            
7 Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis,& 

Disertasi,(Bandung::Alfabeta, 2014). hlm 132. 
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5.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan 

studi lapangan. Penulis memperoleh data melalui peneliian langsung 

seperti wawancara dengan narasumber dan menggunakan bahan bacaan 

seperti buku-buku, majalah, koran, media cetak yang membahas mengenai 

penyelundupan barang elektronik dan berhubungan dengan peran penyidik 

DJBC. 

 

5.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena 

data yang diperoleh bersifat kualitas. Setelah data terkumpul kemudian 

dilakukan analisis dan hasilnya akan ditarik kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

6. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan agar proposal 

ini lebih terarah dan jelas, maka penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab 

dan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang permasalahan penyelundupan barang elektronik, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika 

penulisan. 

BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PENYELUNDUPAN  

Pada bab ini akan membahas lebih dalam konsep, teori, beserta asas-asas 

hukum mengenai penegakan hukum dan bagaimana tugas dan fungsi 
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instansi-intansi penegak hukum meliputi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Hakim. 

BAB III TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG 

ELEKTRONIK  

Pada bab ini akan membahas mengenai teori penyelundupan barang 

elektronik, jenis-jenis penyelundupan, kemudian pembahasanan umum 

kepbaeanan meliputi pengawasan dan fungsi kepabeanan bagaimana 

penyelendupan terjadi, serta penanganan penyelundupan 

BAB IV  PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN TINDAK 

PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK 

DENGAN PERAN PENYIDIK DIRJEN BEA DAN CUKAI DI KOTA 

BANDUNG 

Pada bab ini akan menganalisa mengenai aturan-aturan yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 

menganalisa peran serta penyidik DJBC dalam tindak pidana 

penyelundupan barang elektronik dan menganalisa faktor yang 

mempengaruhi penyidikan yang terjadi di Kota Bandung. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang didapat 

dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran 

yang dianggap perlu dan penyelesaian berdasarkan permasalahan di dalam 

penelitian ini. Penulis juga akan menuliskan saran untuk permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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